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REPUBLIK INDONESIA 
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PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 

38, Pasal 39, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur 

mengenai pengajuan keberatan pihak yang berhak 

kepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk 

dan/atau besarnya ganti kerugian dalam hal 

musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai 

kesepakatan dan tata cara penitipan ganti kerugian ke 

Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung telah menerbitkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan 

Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 
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b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam Pasal 123 

mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan 

mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam 

jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima 

penitipan ganti kerugian, maka Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke 

Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; 

c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan 

Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembali 

Tata Cara Permohonan dan Pemeriksaan Penitipan Ganti 

Kerugian ke Pengadilan Negeri; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang 

Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan 

Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4958); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5077); 

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 

7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang 

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 

2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN 

PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI 

DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK 

KEPENTINGAN UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan 

dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

595), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang 

layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

2. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga 

negara, kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik 

www.peraturan.go.id



2021, No.836 
-5- 

Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat 

penugasan khusus pemerintah atau badan usaha 

yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian 

dari lembaga negara, kementerian, lembaga 

pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum 

Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang 

mendapat penugasan khusus pemerintah dalam 

rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan 

umum.  

3. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan 

adil kepada pihak yang berhak dalam proses 

pengadaan tanah. 

4. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian adalah 

musyawarah yang dilakukan oleh lembaga 

pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah 

dengan pihak yang berhak atau kuasanya dan 

mengikutsertakan Instansi yang Memerlukan Tanah 

untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk 

dan/atau besar ganti kerugian berdasarkan hasil 

penilaian Ganti Kerugian dari penilai atau penilai 

publik yang hasilnya dituangkan dalam berita acara 

hasil musyawarah penetapan ganti kerugian. 

5. Keberatan adalah permohonan yang diajukan secara 

tertulis ke pengadilan oleh pihak yang berhak 

terhadap bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian 

berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti 

Kerugian. 

6. Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yang 

mengajukan Keberatan ke pengadilan negeri yang 

terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan 

sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah 

yang menguasai atau memiliki objek pengadaan 

tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, yang meliputi:  

a. pemegang hak atas tanah; 

b. pemegang hak pengelolaan; 
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